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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 94 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA NOMOR 103 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,  

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN 

TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penyelarasan dengan regulasi di 

tingkat pusat yaitu Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 

2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, 

kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata 

kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu 

disesuaikan; 

b.  bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta, kedudukan, susunan organisasi, 

tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah diatur 

dengan Peraturan Gubernur; 

 

 

 

 
SALINAN 
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c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, 

dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

827); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12); 

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

103 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 104);  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 103 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 103) diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja Badan; 

b. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan 

bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter 

bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, 

sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, 

penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional; 

c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi 

penyelenggaraan urusan bina ideologi, wawasan 

kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, 

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, 

organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan 

kewaspadaan nasional; 

d. pengoordinasian fasilitasi penyelenggaraan Pasukan 

Pengibar Bendera Pusaka; 

e. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Badan; 

f. penyusunan kebijakan proses bisnis Badan; 

g. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan; 

h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan 

pengawasan urusan pemerintahan bidang kesatuan 

bangsa dan politik yang menjadi kewenangan 

Kabupaten/Kota; 

i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 
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j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan bidang bina ideologi, wawasan 

kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, 

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, 

organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan 

kewaspadaan nasional; 

k. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; 

l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan 

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan. 

 

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 11 

(1) Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan di bidang ideologi, 

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter 

bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal 

ika, sejarah kebangsaan, kewaspadaan nasional, 

dan penanganan konflik sosial. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi dan 

Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja Bidang Bina 

Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; 

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis 

bidang bina ideologi dan kewaspadaan 

nasional;  

c. penetapan kebijakan teknis di bidang ideologi, 

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter 

bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka 

tunggal ika, sejarah kebangsaan, kewaspadaan 

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang 

asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, 

penanganan konflik di DIY, serta pelaksanaan 

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; 
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d. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 

ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, 

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, 

bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, 

kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing 

dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan 

bidang kewaspadaan, penanganan konflik di 

DIY, serta pelaksanaan Forum Koordinasi 

Pimpinan Daerah; 

e. pelaksanaan program penguatan ideologi 

pancasila dan karakter kebangsaan, dan 

program peningkatan kewaspadaan nasional 

dan peningkatan kualitas dan fasilitasi 

penanganan konflik sosial; 

f. pengawasan/pemantauan penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, 

sejarah kebangsaan, kewaspadaan dini, 

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 

tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, 

penanganan konflik di DIY, serta pelaksanaan 

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; 

g. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan 

kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan 

politik di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, 

sejarah kebangsaan, kewaspadaan dini, 

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 

tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, 

penanganan konflik di DIY, serta pelaksanaan 

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; 
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h. fasilitasi penyelenggaraan Pasukan Pengibar 

Bendera Pusaka; 

i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan; 

j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 

laporan program Bidang Bina Ideologi dan 

Kewaspadaan Nasional; dan  

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.  

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

  

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 29 Desember 2023 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

HAMENGKU BUWONO X 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 29 Desember 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

BENY SUHARSONO 

 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 94
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